BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR:272.A/HK.01.01/K.SN-22/11/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN
2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan

‘ dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, yang
menyebutkan bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan
| kewenangan masing-masing memberikan keterangan dalam
persidangan PHPU dan PHP;

o

b. bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan
tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten/Kota, perlu dibentuk tim yang akan mempersiapkan
dan menyusun keterangan tertulis perselisihan hasil Pemilihan
Tahun 2024;

c. berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b di atas, perlu menetapkan Tim Penyusun Keterangan
Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
| Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,




Menetapkan

KESATU

KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN
TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BAWASLU
KOTA MAKASSAR

Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP di mahkamah
Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 22 November 2024

Bawaslu Kota Makassar



Nomor
Tanggal

: 22 November 2024

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Makassar
: 273.A/ HK.01.01/K.8N-22/11/2024

SUSUNAN TiM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI DI LINGKUNGAN

BAWASLU KOTA MAKASSAR
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1 | Dede Arwinsyah, S.H.M.H Ketua Pengarah
2 Eric David Andreas, S.H Anggota Pengarah
3 Rahmat Sukarno, S.H Anggota Pengarah
4 Risal Suaib, S.IP Anggota Pengarah
5 Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP Anggota Pengarah
6 Eric David Andreas, S.H Anggota Penanggung Jawab
8 | M. Amzarisal Yunus, S.IP Kepala Sekretariat Sekretaris
9 | A ) Kepala Subbagian Penanganan
rmin, S.Ag., M.Pd.i Pelanggaran, penyelesaian Ketua
Sengketa dan Hukum
10 | Ahmad Fuadi Sehuddin S.H | Kepala Subbagian Pencegahan, Wakil Ketua
Humas, dan Parmas
11 | Nurjaya Said, S.Sos., M.M Kepaia Subbagian SDM Organisasi Anggota
dan Diuklat
12 | Nuraeni, S.AP Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Anggota
Sengketa
13 | Ratnawati Parammasih, S.H | Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian A -
Sengketa nggo
14 | Aswan, S H Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian A o
Sengketa nagoe
15 | Nurgalbi, S.H Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian A
L - _ Sengketa ngga
15 | Mo Alcan, <A FLALH Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Anggota
17 || Khasnmnka, 5.H Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kota Makassar



Nomor
Tanggal

: 22 November 2024

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Makassar
: 273.A/ HK.01.01/K.SN-22/11/2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI DI LINGKUNGAN
BAWASLU KOTA MAKASSAR

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
q Dede Arwinsyah, S.H.,M.H Ketua Pengarah
2 Eric David Andreas, S.H Anggota Pengarah
3 Rahmat Sukarno, S.H Anggota Pengarah
4 Risal Suaib, S.IP Anggota Pengarah
5 Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP Anggota Pengarah

Eric David Andreas, S.H Anggota Penanggung Jawab
M. Amzarisal Yunus, S.IP Kepala Sekretariat Sekretaris
Armmi _ Kepala Subbagian Penanganan
o rmin, S.Ag., M.Pd.i Pelanggaran, penyelesaian Ketua
Sengketa dan Hukum
10 | Ahmad Fuadi Sehuddin S.H | Kepala Subbagian Pencegahan, Wakil Ketua
Humas, dan Parmas

11 | Nurjaya Said, S.Sos., M.M Kepala Subbagian SDM Organisasi Anggota

dan Diuklat

12 | Nuraeni, S.AP Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Anggota

Sengketa
13 | Ratnawati Parammasih, S.H | Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian =
Sengketa nggota
14 | Aswan, S.H Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian A
Sengketa R
15 | Nurgalbi, S.H Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian & -
Sengketa nego

18 | MisnnaAdkab, S.H.MH Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Anggota

17| Khaerunnisa, S.H Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kota Makassar



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN
TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BAWASLU
KOTA MAKASSAR

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP di mahkamah
Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini:

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 22 November 2024
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https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Makassar



